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FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN
PUTUSAN/PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan
memutus perkara pada tingkat kasasi, peninjauan
kembali, kasasi demi kepentingan hukum, sengketa
kewenangan mengadili, pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-Undang dan perkara lain

yang ditentukan oleh Undang-Undang;

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 103/PUU/XIV/2016 tanggal 10 Oktober 2017,
ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya berlaku
bagi pengadilan tingkat pertama sehingga terjadi
kekosongan norma hukum yang mengatur hal-hal yang
harus dimuat dalam putusan perkara pidana pada

tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali;

bahwa format putusan pidana militer sebagaimana diatur
Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1997 tentang Peradilan Militer dan putusan penjatuhan
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Mengingat

1.

‘Uqubat dalam perkara jinayah, memiliki substansi yang
sama dengan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

bahwa Pasal 183 HIR/194 RBg dan 184 HIR/195 RBg,
Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengatur putusan
pengadilan tingkat pertama, sedangkan untuk putusan
perdata, perdata agama dan tata usaha negara pada

Mahkamah Agung tidak diatur secara tegas;

bahwa format putusan pidana, pidana militer, perdata,
perdata agama, tata usaha negara dan jinayah pada
Mahkamah Agung yang berlaku saat ini tidak sesuai lagi
sehingga mengakibatkan lamanya proses penyelesaian

perkara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu
menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Format
(Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan

Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4958);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49
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Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5077);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor S0
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5078);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5079);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3713);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4633)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor S076);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG FORMAT
(TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/
PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud

dengan:

1. Format (Template) Putusan/Penetapan Mahkamah Agung
adalah  bentuk baku  putusan/penetapan pada
Mahkamah Agung.

2. Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah
Agung adalah petunjuk teknis penulisan atau manual

pengisian putusan/penetapan.

Pasal 2

Format (Template) Putusan/Penetapan Mahkamah Agung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. format (template) putusan kasasi;

b. format (template) putusan peninjauan kembali;

c. format (template) putusan pengujian  peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-Undang;

d. format (template) putusan sengketa kewenangan
mengadili;

e. format (template) penetapan; dan

f.  format (template) putusan lain atas dasar kewenangan

yang diberikan oleh undang-undang.
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Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai format (template), dan
Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan
Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 4

Perkara yang diputus sebelum berlakunya Peraturan
Mahkamah Agung ini tetap mengacu pada ketentuan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 155/KMA/
SK/XII/2012 tentang Pemberlakuan Template Putusan
Mahkamah Agung RI.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku,
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 155/KMA/
SK/XII/2012 tentang Pemberlakuan Template Putusan
Mahkamah Agung RI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Desember 2017

KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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